
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN 

DI PUSKESMAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pemenuhan tenaga Apoteker sebagai penanggung 

jawab ruang farmasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

kefarmasian di Puskesmas yang telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, 

perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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3.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

7.  Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

8.   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

206); 

9.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1146); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 74 TAHUN 

2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN  KEFARMASIAN DI 

PUSKESMAS. 

  

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 206) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di 

Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan 

berupa ruang farmasi. 

(2) Ruang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung 

jawab. 

(3) Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di 

Puskesmas, Apoteker sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dibantu oleh Apoteker, Tenaga  Teknis 

Kefarmasian dan/atau tenaga kesehatan lainnya 

berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Puskesmas belum memiliki Apoteker 

sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan 

Pelayanan Kefarmasian secara terbatas dilakukan 

oleh Tenaga Teknis Kefarmasian di bawah 

pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk 

oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. 

(5) Pelayanan Kefarmasian secara terbatas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:  
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a. pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis 

Habis Pakai; dan  

b. pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan 

informasi Obat, dan monitoring efek samping 

Obat. 

 

2. Pasal 11 dihapus. 

3. Pasal 12 dihapus. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 6 Oktober 2020 

        

MENTERI KESEHATAN  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 

 

 TERAWAN AGUS PUTRANTO 

  

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 16 Oktober 2020   

            

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

 ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA  

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1206 

 

 

  


